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WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR T4 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 2 huruf j dan
Pasal 13 Peraturan Daereh Kota Surabaye Nomor
15 Tahun 2003 tentang Organisasl Lembaga Teknls
Kota Surabaya telah ditetapkan pembentukan,
tugas, fungsi dan susunan Organisasi Badan Arslp
dan Perpustakaan Kota Surabaya

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hundf a, serta dalam rangka

pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah
Kota Surabaya  MNomor 15 Tahun 2005 tentang
Qrganisasl Lembaga Teknis Kota Surabaya, periu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi Badan Arsip dan Parpustakaan
Kota Surabaya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sabagaimana talah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran MNegara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nemer 4437) sebagaimana telah dlubah dengan
Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 2005 ( Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negars Nomor 4548);



Menatapkan

4,

Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerab { Lemberan
Negara Tahun 2003 HNomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4262);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun
2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota

Surabaya [Lombaran Daorah Kota Surabaya Tahun
2005 Nomor 4/D).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
TUGAS DAN FUNGSI BADAN ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN KOTA SURABAYA,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota i vang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Surabaya;

Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat
disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daersh
besarta Perangkat Daerah,

Kepala Baerah adalah Wailikota Surabaya;

Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kota
Surabaya:

Badan adalzh Badan Arsip dan Perpustakaan Kota
Surabaya;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Arsip dan
Perpustakaan Kota Surabavya.

Unit Pelaksana Teknis Badan adalah wnsur
pelaksana Teknis Badan Arsip dan Perpustakaan
yang mempunysi tugas melaksanakan fungsi
pelayanan tertentu di  bidang Arsip dan
Perpustakaan di lapangan
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BAB 1|
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Badan

Fasal 2
Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kewenangan Daerah di thwdang arsip dan perpustakaan
serta melaksanakan tugas pembanivan yang dibarikan
oleh Pemernntah dan/ atau Femerintah Provinsi.

Pasal 3
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Badan mempunvyai
fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Arsip dan
Perpustakaan ;

b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan;

¢. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis
Badan:

d. pengelolaan ketatausahaan Badan;

e. pelaksanaan lugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepaia Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pazal 4

Bagian Tata Usaha mempunyat tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana
pregram, anggaran dan pelaporan Badan ;

b pelaksanaan pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan;
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pengelciaan administrasi Kepegawaian,

pelaksanaan pengelolaan surat menyurat,
dokurmentasi rumah tangga Badan,
pericngkapar/peralatan kantor,  kearsipan dan
perpustakazn :

pelakeanaan pongawasan  dan  pengendalian di
nideng kotatausahaan ;

nelaksanazan  kodidinas! evaluasi dan pelaporan
pelakaanaan tugas;

pelaksanaan tugas-tugas fain yang diberikan oleh

Kopala Badan sesuai dongan tugas dan fungsinya.
Fasal 6

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

menyiapkan bahan penyusunan sencana program
dan petunjuk teknris di bidang umum

menyiapkan bahan pelaksanaan rancana program
dan petunjuk teknis di bidang umum ;

Mavyapkan Dpahan Koordinasi dan  kerjasama
dengan lembaga dan instansi kain di bidang umum ;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian
di bidang umum

menylapkan bahan ¢valuasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(2) Suk Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

d.

menyiapkan bahan penyusunan rencana program
dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian ;

menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program
dan petunjuk teknis di kidang kepegawaian;

menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama
dengan lembaga dan instansi lain di bidang
kepegawaiaft ;

. menylapkan hahan pengawasan dan pengendalian

di bidang kepegawaian ;



e. menyiackan bahan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas,

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Hagian ietiga
Bidang Pembinaan

Pasal 7

Bidang Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan di bidang pembinean.

Pasal 8

Untuk menyetenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 7 Peraturan Walikcta ini, Bidang
Pembinaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang pembinaan

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
di bidang pembinaan

¢. pelaksanaan koosdinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan ,

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di
bidang pembinaan ;

€. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal &

{1) Sub Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai
tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana
program danrn petunjuk teknis di bidang
pembinaan kearsipan;

b, menyiapkan bahan  pelaksanaan rencana
program dan petunjuk teknis di bidang
pembinaan Kearsipan ;



¢c.  menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama
doengan lembags dan instansi lain di bidang
paembinaan kearsipan ;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan
pengencalian di bhdang pembinaan kearsipan ;

e. Mmenyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
peiaksanaan tugas,

£ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
sleiy Kepala Bidang Pambinaan sasuai dangan
tugas dan fungsinya.

{2) S5ub Bidang Fembinaan Perpustakaan mempunyai
tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana
program dan petunjuk teknis di  bidang
pembinaan parpustakaan |

D. menyiapkan bahan peiaksanaan rencana
program dan petunuk teknis di bidang
pembinaan perpustakaan ;

G.  menyiapkan baban noordinasi dan ketjasama
dengan lembaga dan instansi lain di bidang
pembinaan perpustakaan ;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan
pengendalian di bidang pembinaan
perpustakaan ; .

e. menyiapkan bahar evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

f.  melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Pembinaan sesuai dengan
fugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Informasi dan Layanan

Pasal 10

Bidang informasi dan Layanan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang
informasi dan layanan.

Pasal 11
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasai 10 Peraturan Woalikota ini, Bidang
Informasi dan Layanan mempunyai fungsi :



a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang informasi dan layanan ;

b. pulaksanzan rencana progiam dan petunjuk teknls di
bidang irfarmasi dan layanan ;

C. pclaksanaan Koordir-asi dan Kerjasama dengan
iembaga dan instans lain  di bidang infermasi dan
layonan |

d. pelaksanaan  pengawsasan  dan  penhgendalian
palaksaraan program dan petunjuk teknis di bidang
informast dap iayanan ,

£. pelaksanaan evaluast dan pelapgran pelaksanaan
tugas:

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12
(1} Sub Bidang Informasi Kearsipan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana
program dan petunjuk teknis di bidang informasi
Kearsipan ;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana
program dan petunjuk teknis di bidang informasi
Kearsipan |

¢. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama
dengan lembaga dan instansi lain di bidang
informasi kearsipan ;

d. menyiapkan bahan Dengawasan dan
pengendalian di bidang informasi kearsipan ;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas:

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oich Kepala 8idang Informasi dan Layanan
sesuail dengan tugas dan fungsinya.

{2) Sub Bidang Layanan Kepustakaan mempunyai
tugas;

a. menyiapkan bahanh penyusunan rencana
program dan petunjuk teknis di bidang layenan
kKepustakaan



b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana
program dan petunjuk teknis di bidang layanan
kepustakaan ;

¢ maenyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama
dengen lembaga dan instansi lain  di bidang
layanan Kepustakaan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan
rengendahan di bidang layanan kepustakaan ;

e. menyiapkan bahan evaivasi dan pelaporan
pelaksanaan tuges;

f.  melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Informasi dan Layanan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Akuisisi, Deposit dan Pengolahan

Pasal 13

Bidang Akuisisi. Deposit dan Pengolahan mempunyai
tugas meleksanakan sebagian tugas Badan di bidang
akuisisi, deposit dan pengolahan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalem Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Akuisisi,
Depaosit dan Pengolahan mempunyai fungsi :

a.

pelaksanaan penyusunan rencana program dan
petunjuk tcknis di bidang akuisisi, deposit dan
pengolahan ;

pelaksanaan rentana program dan petunjuk teknis
di bidang akuisis, deposit dan pengolahan ;

pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang akuisisi, deposit
dan pengolahan :

pelaksanaan pengawasan dan  pengendafian
pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
akuisisi, deposit dan pengolahan ;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

peléksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan tugee dan fungsinya.



Pasal 15

(1) Sub Bidang Akuisisi dan Deposit Kearsipan
mempunyai tugas :

menyiapkan bahan penyusunan rencana
program dan petunjuk teknis o bideng akuisisi
dan deposit kearsipan ,

menyiapkan bahan pelaksanaan rencana
program dan petunjuk teknis di bidang akuisisi
dan deposit kearsipan;

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama
dengan lembaga dan instansi lain i bidang
akuisisi dan deposit kearsipan;

menyiapkan bahan pengawasan dan
pengendaiien dv bidang eakuisist dan deposit
kearsipan ;

menyiapkan bahan cvaluasi dan pelaporan
pelaksanaen tugas,

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
cleh Kepala Bidang Alkuisisi, Deposit dan
Pengolahan sesual dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sut Bidang Pengadaan dan  Pengolahan
Kepustakean mempunyai tugas :

a.

menyiapkan bahan penyusunan  rencana
pregram dan  petunjuk  teknis di bidang
pengadaan dan pengolahan kepustakaan,

menyiapkan bahan pelaksanaan rencana
program dan petunjuk teknis di brdeng
pengadaan dan pengolahan Xepustakaan :

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama
dengan lembaga dan instansi iain di bidang
pengadaan dan pengolahan kepustakaan ;

menyiapkan bahan pengawasan dan
pengendalian di bidang pengadaan dan
pengolahan kepustakaan ,

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

meolaksanakan tuga-tugas lain yang dibarikan
oleh Kepala Bidang Akuigisi, Deposit dan
Pengolahan sesual dengan tugas dan fungsinya.
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BAB it
TATA KERJA

Pauu, 18

(1) Datamy melaksanakan tugasnya, Kepala Badan
berada d: bawah den bertanggung jewab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Dasrah;

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian vang dalam melaksanakan tugas berada di

bawah dan berianggung jawab kepada Kepala
Badan:

(3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada

dl bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Tata Usaha,;

{4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
vang dalam melaksanekan tugas berada di bawah
dan bertanggung Jawab kepada Kepala Badan;

{5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang datam melaksanakan tugas berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang masing-masing;

{6) Hubungan antara Kepala Badan dengan
bawahannya atau sebaliknys secara administratif
ditaksanakan tugas melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

{1) Kepala Badan berkewajiban mengkoordinasikan
seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan;

(2) Kepaia Badan berkewsajiban melaksanakan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronlsasi dan
simplifikasi balk dalam lingkungan Badan maupun
dongan instansi lain yang terkait;

{3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang masing-masing
berkewajiban melaksanakan. prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
sesual dengan bldang tugasnya masing-masing;

(4)Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha. Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang
masing-masing bertanggung jawalb memberikan
bimbingan atau pembinaan kepada bawahannys
serta metaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas
menurvt jenjang jabatannya masing-maaing.



11

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Dalam meénjalankan tugas dan  fungsinya, Badan
mempunyai keqiatan.

(2} Ketentuan lebih !anjut mengenai kegiatan Badan diatur
dengan Keputusan Kepala Daerah.
RAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Fada saat Peraturan Walikota ini mulai beriaXu, maka:
1. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2001

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaen

Umunt Kota Surabaya {Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2001 Nomoar 21/D2);

2. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2001
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Arsip Kota

Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001
Nomar 22/D2}, dicabut dan dinyatakan tidak borlaku.

Pasal 20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.

Agar setlap orang  mengetahuinya.  memerintahkan
pengurdangan Peraturan ini dengan penempatannya daiam
Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Dessmber 2005

WALIKOTA SURABAYA
ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di ................
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Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HAD:
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 18/D
Salinan sesuai dengan asunya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOT4 SURABA YA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISTSWANTO ANWAR



